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Abstrak
 

Lokasi penelitian ini adalah permukiman Real estate dan Non Real estate di Bekasi dan Depok. Karena

penelitian disertasi ini juga melihat potensi pelaksanaan Pemolisian Komunitas di dalam komunitas dengan

klas sosial yang berbeda maka pemilihan permukiman real estate dan non real estate ditetapkan untuk

mewakili komunitas yang lebih mapan (tingkat sosial-ekonomi, dalam hal ini diwakili oleh komunitas

permukiman real estate) dan komunitas yang kurang mapan (tingkat sosial-ekonomi, dalam hal ini diwakili

oleh komunitas permukiman non real estate).

 

Dari kondisi empiris Tataran kebijakan yang melingkupi implementasi Pemolisian Komunitas terlihat bahwa

(1) Aturan Perundang-undangan termasuk pula kebijakan-kebijakan yang berpijak pada Paradigma Baru

POLRI/Reformasi POLRI sudah memadai; (2) terkait dengan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam

Pemolisian Komunitas, ternyata masih terdapat beberapa masalah seperti (a) belum terumuskannya

mekanisme kemitraan yang lebih partisipastif; (b) belum diperolehnya pemahaman yang baik tentang

formasi dan stratifikasi kelaskelas sosial dan gender; (c) belum maksimalnya faktor pendorong dan fasilitasi

kebijakan-kebijakan bagi prakarsa, inisiatif dan gagasan yang muncul dari polisi lokal/ setempat; terkait

dengan pelaksanaan pengawasan sipil terhadap POLRI dan tindakan pemolisiannya, ternyata masih terdapat

beberapa masalah seperti (a) belum berjalan mekanisme pengawasan sipil dengan baik, khususnya

pengawasan terhadap Polri dan tindakan pemolisiannya; (b) belum ada lembaga pengawasan yang efektif

baik lembaga pengawasan bentukan Undang-Undang maupun bentukan masyarakat.

 

Dari kondisi empiris Tataran Empiris, yakni relasi POLRI dan Komunitas dalam Pemolisian Komunitas,

diperoleh data bahwa (a) kondisi Kapasitas. Komunitas secara umum mendukung kemitraan serta siap

dikembangkan bagi kepentingan menyambut program dari luar yang bermanfaat bagi mereka; (b) belum

terciptanya Kemitraan yang setara antara POLRI dan Komunitas karena POLRI lebih mendominasi sejak

Pembentukan Panitia Persiapan Pembentukan FKPM hingga Realisasi FKPM; (c) muncul tiga pihak dalam

relasi kemitraan yang kemudian memunculkan relasi kekuasaan tiga pihak : POLRI-FKPMKomunitas. Hal

ini kemudian menjadi hambatan bagi terciptanya partisipasi kolektif warga komunitas dalam bermitra

dengan Polri demi tercapainya upayaupaya penyelenggaraan kamtibmas di dalam komunitas secara kolektif.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan Pemolisian Komunitas yang ditemui dalam penelitian Disertasi ini

tersebut, secara umum tidak menghambat potensi keberhasilan program Pemolisian Komunitas di masa yang

akan datang. Beberapa perbaikan, peningkatan dan penyempurnaan hal-hal yang terkait dengan

kendalakendala tersebut harus dilakukan dan mendapat perhatian yang seksama oleh pelaksana program

Pemolisian Komunitas.

......

Real estate and Non Real estate settlement community in Bekasi and Depok are the research location for the
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Dissertation. The reason to choose the Real estate and Non Real estate settlement is to shown

therepresentation the stable community (social economy class, represented by Real estate housing

community) and less stable community (social economy class, represented by Non Real estate housing

community).

 

From the empirical policy level that contains Community Policing implementation, we are able to view that:

(1) The laws, including the policies that stand on the new paradigm of POLRI/the reformation of POLRI,

has adequated; (2) there are still some problems in the democratic principles implementation in Community

Policing, which are (a) the more participative partnership has not been fully explainable, (b) the social class

and gender formation and stratification has not been fully understandable, (c) the supporting factors and

policies facility for action, initiative, and ideas that come up from the local Police regarding the

implementation of civil monitoring to POLRI and their Policing action has not been maximized. There are a

few problems regarding this factor, such as: (a) the civil monitoring mechanism has not been successfully

implemented, especially the monitoring to POLRI and their Policing action, (b) there has no effective

oversight institution, either made by law or community.

 

The data shown from the empirical condition at the Empirical Level, regarding POLRI relation with

community in community policing, in general, the Community Capacity Condition is ready to support the

partnership program and ready to be developed to accept any other intentional program from the outside

community that might benefit them. Unequal relationship between community and Police, are caused more

by the domination of Police since the begining of FKPM development by the early comitee, until the real

activity is running. Since the program is started, there was 3 parties in the partnership relation, that then

emerges into 3 power relationships; POLRI-FKPM-Community. Such condition become the barrier for

collective participation among community member to become Polri partner on achieving collective activity

in community security and order program. Some problem found in this Dissertation research regarding the

Community Policing implementation, basicly are not an obstacle for the successful Community Policing

program in the future. Nevertheless, some improvement need to be done regarding all the problems, and

should be the point of attention to all subjects in Community Policing program.


